Menimbang

Mengingat

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 048/Kep.452-Huk/2019

TENTANG

INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Informasi dan Dokumentasi yang

Dikecualikan;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran

Neoara Remiihlik Tndonecia Normnr 4Q25)-



10.

-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik  (Berita  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 5);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
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Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Keputusan Walikota Tangerang Selatan
Nomor 043.3/Kep.206-Huk/2018 tentang Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan,;

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 047/1999/
BPIKK/2019;

Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tangerang Selatan
Nomor 048/2009/BPIKK tanggal 19 Juli 2019
perihal  Permohonan  Penandatanganan  Draft

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

Informasi dan  Dokumentasi yang  Dikecualikan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 2 September 2019

VWALIKOTA
G SELATAN,

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.






